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Menimbang: a.

Mengingat:

1.

KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Trenggalek maka perlu dilakukan

penyempurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Trenggalek;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah—-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis



Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK.

Pasal I

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Trengggalek:
a. Nomor 63 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2015 Nomor 63);



b. Nomor 70 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2017 Nomor 71);
diubah sebagai berikut:
Ketentuan pada Lampiran III angka 7 diubah sehingga

Lampiran III angka 7 berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset

lainnya yang mencakup pengakuan, klarifikasi, pengukuran, penyajian,

dan penilaian serta pengungkapannya dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan neraca.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

3. Pernyataan ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud,
termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka Pengelolaan
Barang Milik Daerah, yang berada pada Pengelola Barang dan
Pengguna Barang.

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan. Termasuk didalam Aset Lainnya adalah:
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d. Aset Tak Berwujid; dan



e. Aset Lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan

c. Aset Lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah
Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat
berupa:

a. kemitraan dengan pihak ketiga-Sewa;

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);

c. Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT),

d. Bangun Serah Guna-BSG (Build Transfer Operate-BTO,).
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik

Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalan rangka



10.

11.

12.

peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-
masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah  Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana
lain Dberikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang
dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai
dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) diakui pada saat
pengadaan/pembangunan gedung dan atau sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan
kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah
ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya
disebut ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya diantaranya hasil kajian/penelitian yang memberikan

menfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer,
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14.

15.

16.

17.

18.

Lisensi, Waralaba (francise), Hak Cipta (copyright), paten dan hak
atas kekayaan intelektual lainnya. Aset ini sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi
penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses
pengadaan dari luar entitas. Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB
harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh
entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
Perangkat Lunak (software) Komputer adalah software yang bukan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras
(hardware) komputer tertentu, sehinga dapat digunakan di
komputer atau jenis hardware lainnya.

Waralaba (franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya
diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari
kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang
dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan
yang ditetapkan oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka
penyediaan dan atau penjulan barang dan jasa.

Hak Cipta (copyright) adalah hak eksklusif yang digunakan kepada
pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya
cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan
atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecelakaan,
keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata, dan atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Lisensi adalan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta
atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak ekonomi atas ciptaannya atau diproduk Hak Terkait Dengan
Syarat tertentu.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada
seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa
produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses.

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, yang



selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset
Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa
manfatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud
yang memiliki masa manfaat terbatas.

19. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk
aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang
dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atas kontrak.

20.Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran,
Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan
Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

21. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan
dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak
berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum
dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit
pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain
tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen
sejenisnya.

22. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum

pada Bagan Akun Standar.

. MASA MANFAAT

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.

ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) Umur manfaat ATB
dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit
produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk
menggunakna aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis
mana yang lebih pendek

ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life). Dari
berbagai faktor relevan yang ada, ATB tentu diyakini tidak mempunyai
batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh
karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak
terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat

kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

. PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER
1.

Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi



pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh
instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam
hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya
sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut,
maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain
itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga
salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu
aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang
dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang
dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara
kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka
software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak
apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan
sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu software (tanpa
software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software
tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan
dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk
software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan
hardware harus dikapitalisasikan sebagai ATB setelah memenuhi
kriteria perolehan aset secara umum.

Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya
penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari
bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu,
kebanyakan  pengeluaran  setelah  perolehan ATB  mungkin
dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau
jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran
tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan
kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk
mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan
terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban
operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat
pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung

terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi
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ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap
software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini :

a. meningkatkan fungsi software;

b. meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu
kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban
pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah
perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi
semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka
memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu
dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada
praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk
perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari
versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati
kepada perolehan software baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak
perlu dikapitalisasi;

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

D. PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah
Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal,;

b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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4. Pengakuan aset tetap tidak berwujud (ATB) yang diperoleh secara
internal. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi
kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam
beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset

(atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak

dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus

diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset
dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat
memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan
manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya pengeluaran ini
diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan

pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya

jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah
ini, yaitu adanya:

1. kelayakan teknis atas pelayanan Aset Tidak Berwujud sehingga
dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;

2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau
memanfaatkan ATB tersebut;

3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB
tersebut;

Memanfaatkan ekonomi dan atau sosial dimasa datang;

5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang
cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan
atau pemanfaatan ATB tersebut;

6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran
pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa
pengembangan.

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap

penelitian /riset dengan tahap pengembangan atas

aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, Pemerintah

Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas

aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap

penelitian /riset.
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E. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi yang masih dalam proses dan belum ada Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dinilai sebesar nilai
buku, adapun Tuntutan Ganti Rugi yang sudah terbit Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dilakukan reklasifikasi
menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar ketetapan dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
ke kas umum daerah.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a. Sewa.
Sewa dinilai sebesar nominal dari kontrak/perjanjian.
b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebagai nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c. Bangun Guna Serah-BGS (build, operate, transfer- BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
Pemerintah  Daerah  kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna-BSG (Build Tranfer Operate-BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah
ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu
Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak

Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan
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dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut

akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk

memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset langsung
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset dapat
digunakan;

2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud,

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan

sebesar nilai wajar.

6. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah
aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai
tercatat/nilai bukunya.

F. AMORTISASI, PENURUNAN NILAI, PENGHENTIAN DAN PELEPASAN
ASET TIDAK BERWUJUD

I. AMORTISASI
Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB



II.
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dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus
diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat
tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau
kontrak.

METODE AMORTISASI
Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit
Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Nilai yang dapat
diamortasikan didasarkan pada nilai tahunan. Perhitungan Amortisasi
Aset Tak Berwujud dilakukan dengan masa manfaat 3 (tiga) Tahun.
AMORTISASI UNTUK ASET TIDAK BERWUJUD DENGAN MASA
MANFAAT TERBATAS
Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfat terbatas
seperti paten, hak cipta, waralaba, dan lain-lain. ATB diamortisasi
selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih
pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus
diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
1. Terdapat komitmen dengan pihak ketiga yang akan mengambil alih

ATB pada akhir masa manfaat;
2. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan;

a. nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;

b. besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada

akhir masa manfaat.

AMORTISASI UNTUK ASET TIDAK BERWUJUD DENGAN MASA
MANFAAT TIDAK TERBATAS
Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti
gooduwill, merk dagang, waralaba yang tak terbatas/abadi waralaba)
tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang
tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk memanfaatkan
apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat
aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang
muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibuktikan dan nilai
aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk
mencerminkan perubahan tersebut.
PENURUNAN NILAI (IMPAIRMENT)
1. Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang

dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah
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pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat
menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan
penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan
masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan
membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya,
yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat
indikasi bahwa aset tak terwujud mengalami penurunan nilai ketika
ada perubahan yang material terkait dengan adanya aset tersebut,
misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang
diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi
yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat
dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan system dan lain-
lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai lebih cepat dari yang
dipikirkan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara
memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset
tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di
masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses
penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat
dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

1.

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung
kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya
suatu ATB harus dihentikan dari penggunaanya. Beberapa keadaan
dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan,
pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga
perlu diganti dengan yang beru. Secara umum, penghentian ATB
dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi
memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir,
maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat

ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.



- 16 -

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berahirnya masa
manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan

akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.

G. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

rincian aset lainnya;

kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud,;

kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT
dan BTO);

informasi lainnya yang penting.

H. PENGUNGKAPAN ATB

Laporan keuangan harus menggunakan hal-hal sebagai berikut untuk

setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset

tidak berwujud yang menghasilkan secara internal dan aset tidak berwujud

lainnya:

a.

Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa

manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;

Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut

terbatas masa manfaatnya;

Rincian masing masing pos ATB yang signifikan;

Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan

dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

Unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi

aset tidak berwujud; dan

Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

1. Penambahan aset tidak terwujud yang terjadi, dengan
mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari
pengembangan di dalam entitas;

2. Penghentian dan pelepasan aset tidak terwujud;

3. Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;

4. Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan

(impaired).

Disamping informasi-informasi diatas, entitas juga perlu melaporkan
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perubahan-perubahan terhadap:

1. Periode amortisasi

2. Metode amortisasi; atau

3. Nilai sisa.

i. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa
manfaaat suatu aset tidak berwujud;

2. Penjelasan, nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari
setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan
secara keseluruhan;

3. Keberadaan ATB yang dimiliki Bersama.

ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN
Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan adalah suatu kegiatan perolehan aset
tak berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara
internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi aset tak berwujud, belum
memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk
operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset
tetap, aset ini nantinya juga diniatkan wuntuk digunakan dalam
pelaksanaan operasioal pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai
bagian dari aset tak berwujud yaitu berupa:

a. Software computer (piranti lunak) yang masih dalam proses
pengembangan dan sampai dengan akhir tahun belum dapat
difungsikan (masih dalam tahap uji pengembangan) tetap dicatat dalam
Akun Aset Lainnya sub Akun Aset Tak berwujud tetapi belum
dilakukan amortisasi dan cukup dijelaskan dalam CALKnya.

b. Lisensi dan franchise, Hak Cipta, Paten dan hak lainnya yang sampai
akhir tahun masih dalam proses legalisasi hukum terhadap
penguasanya tetap dicatat dalam akun aset lainnya sub akun aset tak
berwujud tetapi belum dilakukan amortisasi dan cukup dijelaskan
dalam CALKnya.

c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang yang
sampai dengan akhir tahun masih memerlukan proses review oleh
pihak/Lembaga ahli (yang mempunyai kompetensi
review)/pembahasan dengan DPRD, dan atau menunggu diseminarkan
(dilakukan semiloka) tetap dicatat dalam akun aset lainnya sub akun
aset tak berwujud tetapi belum dilakukan amortisasi dan cukup

dijelaskan dalam CALKnya.
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d. Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film
documenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah
kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya
mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/karya

seni/budaya dapat dikategorikan dalam heritage aset tak berwujud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
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pada tanggal 28 Desember 2020
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